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ABSTRAK

Afif Naufal Faris. 2020. EO0016015. DAMPAK PELANGGARAN
KEWAJIBAN MELAPORKAN GRATIFIKASI SEBAGAI SYARAT DAPAT
DITUNTUT DAN DIPIDANANYA SEORANG PELAKU PENERIMA
GRATIFIKASI DAN KAITANNYA DENGAN PELAKSANAAN OPERASI
TANGKAP TANGAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KOMISI
PEMBERANTASAN KORUPSI. Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan-untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Pasal
12 B Jo Pasal 12 C Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan
kedua Undang-undang Nomor 31.Tahun-1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi «yang- berisi. pemberian kewajiban ‘melaporkan sehingga
berimpikasi kepada munculnya syarat-dituntut dan dipidana dalam menangani
tindak pidana gratifikasi-yaitu tidak melaporkan dalam kurun waktu 30 hari
semenjak menerima gratifikasi. Serta tindakan operasi tangkap tangan KPK yang
seharusnya menyesuaikan pasal gratifikasi tersebut.

Penelitian ini -adalah  penelitian” hukum -empiris -normatif bersifat
preskriptif. Jenis data primer meliputi hasil wawancara yang sudah dilakukan
penulis dengan Ibu Mia Suryani Siregar,S.H.,M.H. Spesialis Biro Hukum yang
bertugas dalam penanganan prapradilan, wawancara dilakukan pada hari Selasa,
25 Februari 2020 pukul 11:00 WIB. Serta meliputi data sekunder meliputi bahan
hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik-pengumpulan data yang digunakan
adalah studi lapangan, dan dengan mengkaji hasil wawancara dan dihubungkan
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, Undang-Undang No 20 tahin 2001 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selanjutnya teknis analisis yang bersifat kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih peraturan
gratifikasi dengan suap pasif sehingga berakibat kepada ketentuan pasal
gratifikasi belum pasti dipergunakan karena pasal penyuapan pasif lain tidak
menggunakan syarat penuntutan dan pemidanaan sebagaimana diatur dalam pasal
gratifikasi. Cara untuk menyelesaikan tumpang tindih tersebut adalah dengan
merevisi Undang-Undang No 20 tahin 2001 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Revisi
tersebut dilakukan dengan cara melakukan menghapus dan menyatukan pasal
penyuapan pasif dengan pasal gratifikasi sehingga ketentuan syarat penuntutan
dan pemidanaan dapat berlaku dengan efektif dan maksimal sebagaimana
manfaatnya sudah dipertimbangkan baik dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Operasi Tangkap Tangan , Tumpang Tindih Pasal Penyuapan
Pasif dengan Pasal Gratifikasi , dan Upaya pemberantasan Korupsi.
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ABSTRACT

Afif Naufal Faris. 2020. E0016015. RESULT OF REGULATORY
VIOLATION ON LEGAL OBLIGATION TO INFORM GRATIFICATION AS
A LEGAL CONDISION TO PREVENT PROSECUTION AND
CRIMINALIZATION AND THE RELATION OF THIS REGULATION TO
HAND ARREST OPERATION Legal Writing (Thesis). Sebelas Maret University
Law School.

This study aims to find out about Article 12 B Jo 12 C Regulation Number
20 of 2001 on Eradication corruption.-crime has applied on the practical level, on
this article contain a legal obligation to inform gratification that has been recived
by a government employees to Komisi:Pemberantasan Korupsi (KPK) within 30
days, this regulation resulting a legal condition to prevent prosecution and the
criminalization before the condition has been resolved, and the Hand Arrest
Operations should be consider that regulation in case arresting a passive bribe or
gratification crime.

This research is a prespectic empiritic normative research. The primary
data is obtained by doing interview. with mrs.Mia Suryani Siregar,S.H., M.H.,
member of law field specialist in the Komisi Pemberantasan Korupsi office on
Tuesday, 25 February 2020'at 11 o clock until done, Secondary data types include
primary, secondary and tertiary-legal materials. Data collection technique used is
the study of field, by reviewing Regulation Number 20 of 2001 which contain
Eradication Corruption Crime, and Regulation Number 19 of 2019 about Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. The technical analysis used is qualitative
method.

The results show that there has been regulatory overlap on article level
about passive bribe and receiving gratification on Regulation Number 20 of 2001,
which makes the legal obligation to inform gratification that has been received
within 30 days as a legal condision to prevent prosecution and the criminalization
before the condision has been resolved was not applied properly. The way to fix
this overlapping is reform Regulation Number 20 of 2011 concerning Eradication.
These reforms are carried out by adding article about passive bribe and the
gratification become one articles so the regulation about the legal obligation on
gratification crime can be applied properly on all passive bribe and the
gratification crime.

Keywords: Hand Arrest Operation, Regulatory Overlap on Passive Bribe and
Gratification Crime, and Eridication Corruption Crime.
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MOTTO

“Failure is just Another Kind of Success, the wrong kind”’- Alchemist Dota 2

“In Criminalibus Probationes Bedent Esse Luce Clariores ’-unknown

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupanya.”’ (Al-Bagarah ayat 286)

“Your own thoughtis the best weapon.that makes you happy” -
Faris
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